
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perenmnam Pembangunan Nasional

SALINAN

KIPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP . 1 /M.PPN/HK/ OI / 2O2O

TTNTANG

PINCABT-ITAN BEBERAPA

KXPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KXPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TTNTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN

DI KXMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERXNCANAAN PI]MBANGUNAN NASIONAL,

Meninrbang il bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pelencanaan Penrbangunart

Nasiorral N-onror Kl.P.2 'l 
4 /M.PPN / HK/ 12/ 2079 terltanS

Pengangkatan t'eiabat ['enantia Ta ngan L)IPA/Pejabat Kuasa

Pengguna An8tiaran l(cnrentcliau Perencaneutrt Pembartgttrratr

Nasiorral/Badan Pcrellcauaalr ['enrbangunan Nasionall

bahwa telah ditctapkan Kcputusan Menteri Perencanaart

Pembangunan Nasional/Kcpala Badan Perencanaan Pemhangunan

Nasional Nonrol KEP.9SIM.PPN/HK/08/ 2017 tentanS

Pengangkatan Pejabat Penarrda Tangan DIP A/ Pejabat Kuasa

Pen&gulu Ang4alan Majelis Wali Anranat f)ana Perwaliatr

Pcrrrbalran lklinr lndonesi:r/ lndonesia Clinnte Change Ttttst Fund

(lCCTf) Kenrente|ia n Pe|encartaau Pertrbatrgunan Nasiotral/ Badatt

Pererlcarlaall Penr[rangrrnatt Nasional;

t)

c. bahwa ..



:

C bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan

Petnbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor Kep 124IM.PPN/HK / 06/ 2079 terltang Perubahan

Atas Keputusan Merlteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP

87IM.PPN/HK/O7 / 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda

Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggararr Komite Nasional

Keuangan Syariah Kementerian Perencanaarr Penrbangunan

Nasional/Badan Perencatlaan Pembangunan Nasional;

bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan

Penrbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pentbangunan

Nasiorral Nonlor KEP.64IM.PPN/HK/04 /2019 tentang

Pengarrgkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa

Perrgguna AnSSararr Satker Pengelola Hibah ,iVlCC Kenlenterian

Perencattaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Penrbangunan Nasional;

bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan

Nonror 190/PMK.05/2O12 tentang Tata Cara I:mbayaran dalant

rarrgka Pelaksanaan AllsSaran Pendapatan dan Belanja Negara, KPA

nrenetapkan PPK dan PPSPM dengan surat keputusan;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di

Kelllenterian Pelencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pernbangunan Nasional (Kerrrenterizrn PPN/Bappenas)

telah ditetapkan Dokunren lsian Pelaksanaall AnSSiaran (DIPA) atau

dokurrrerr an19aran lainnya perlu diangkat Pejabat Pembuat

Konritmen (PPK), Pejabat Penandatangan Sul'at Perintah Membayar

(PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu (BPP) trntuk Satuan Kerja Kantor Menteri Negara

Pererrcanaan Pernbangunan Nasional/Bacla:r Petencanaan

Itmbangunan Nasional, untuk Satuan Kerja Malelis Wali Amanat

Dana Perwalian Pelubahan lklim lndonesia / lndonesia Clinrate

Change n'ust fund (ICCTF) Kementerian Perencanaan

Penrbangunarr Nasional/Badan Perencanaan Pet'ubangunan

Nasional, untuk Satuan Kerja Konrite Nasiorral Keuangan Syariah dan

runtuk Satuan Kerja Pengelolah Hibah MeC Kenlenterian

['erencanaan Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaan

Penrbangunan Nasional oleh KPA;

d

C

i

g. bahwa ...
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Men8r118at

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a sampai dengan huruf f, perlu mencabut beberapa Keputusan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona l/ I(epal a Badan

Percncanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan tentang PPK,

PPSPM, BP, dan BPP;

1. Undar-rg-Undang Nomor 20 Tahun 20'19 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (l,en'}aran

Negara Republik Indonesia Tahtn 2Ol9 Nomor 198, Tanrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 641Ct);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentang Tata Cara

Pelaksanaan ArlSgaran dan Belanja Negara sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahtn 2075 tentanS Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturall Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentanS Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaintana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2076;

5. Peratul'an Presider, Nomor 16 Tahtn 201,8 tentang Pengadaan

B a,' an g / J asa Pe merintah ;

6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentan4 Penataan Tugas

dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia A,ilaju Periode

Tahun 2O19-2024:

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2079 tentanS Organisasi

Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri KeuanSan Nomor 190/PMK.05/2O12 tenlang

Tala Cara Pembayaran dalan rangka Pelakt;anaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagainnna telah dtubah dengan

Perat$ran Menteri Keuan8an Nomor 178lPMl.OS i 2018;

9. Peraturan Menteri Keuangau Nomor 162IPMK.O5/2O13 tentang

Kecludukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja

Pengelola Anggalan Pendapatall dan Belanja NeSara;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016

tentarlS Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelaporan,, PenlantalTan dan

Evaluasi KeSiatan dan Angaran;

MEMUTUSKAN:..
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Menetapkan

PERTAA,{A

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTTR] PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG PENCABT]TAN BEBERAPA KEPUTUSAN MXNTERI

Pf,RENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT

PENGELOLAAN ANGGARAN DI KEMEN'IERIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL,/BADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL.

Mencabut dan menyatakan tidak bellaku Keputusan Menteri Petencanaan

Perrrbangurran Nasional/Kepala Baclan Perencanaarl Pembangunan

Nasional:

1. Nonror KEP.ZIOIM.PPN /HK/ 12/ 2019 tentang Perubahan Keenanr

Atas Keputusan Merlteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Pelencanaan Pentbangunan Nasional Nonlor

KEP.l39IM.PPN /HK/ 12/ 2018 tentang Pengangkatan Pejabat

Penrbuat Komitnren (PPK), Pejabat Penanda Tangalt Surat Perintah

Menrbayar (PPSPM), dan Berrdahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP

Satker) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona[/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Nonror KEP.153/M.PPN/HK/08/ 20 1,9 tentanS Perubahan Atas

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Penrbangunan Nasional Nonlor

KEP.141IM.PPN /HK/ 12/ 2018 tentan Perlgan8katan Pejabat

Penrbuat Konritnren (PPK), Pe.tabat Penanda Tarrgan Surat Perintah

Menrbayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja

Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklint

lndonesia/lCCTFl

3. Nor o| KEP.79lM.PPN/SES/HK /05 / 2019 tentarlS Pen8anSkatan

Bendahara Pengelualan Pembantu pada Pejabat Pembuat Kontituren

Pro8rarll Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Bappetras;

4. Nonlor KEP.1 I 7/M.PPN/SES/HK/ 05 / 2019 tentang Pengangkata,n

Pejabat Pemerilsa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen

Ploglanr Dukungan Manajetrten I dan Pelaksanaall TuSas Teknis

Larnnya
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KEDUA

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukunr

Ltinnya Kenrenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Penrbangunan Nasional;

5. Nonror KEP. 1 70A,/A4.PPN/HK/ 09 / 2019 tentang Perubah an Ketiga

Atas Keputusan Menteri Petencanaan Pembangullan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

KEP.99A/M.PPN/HK/09/2077 tentanS Pengangkatan Pejabat

Penlbuat Konritnren (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah

Menrbayar (PPSPM) Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan

Syariah;

6. Nonlor KEP.125IM.PPN/HK/06/ 2017 tenlang Perubahan Atas

Keputlsan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nonlor

KEP.l02AlM.PPN/SES/HK/09/2017 tentang Pengangkatan

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (BP Satker) Kon.rite Nasional

KeuanSan Syariah.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Januari 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

nd

*r--
RR. Rita Erawati


